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sejumlah usulan.

Ketua Asosiasi Pengusaha
Indonesia (Apindo) Sulteng,
Arthur Pangemanan men-
gungkapkan, rapat dewan
pengupahan kali ini ber-
langsung dinamis dimana
Apindo sendiri tetap ber-
pegang teguh pada norma
penetapan UMP yang telah
diatur dalam Peraturan
Menteri Nomor 13 tahun
2012 yang merujuk pada
angka KHL terendah dan
toleransinya bisa mencapai
15 persen dari total KHL
tersebut.

Namun, Apindo sementara

2014, Usulan
UMP Sulteng Bervail

PALU, MERCUSUAR - Pembahasan Upah
Minimum Provinsi (UMP) tahun 2014 pada
rapat dewan pengupahan di Kantor Dinas
Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans)
Sulteng, Senin(21/10/2013) memunculkan

ini mengacu pada 10 pers-
en dari KHL terendah di
Kabupaten Tojo Una-una
(Touna), yakni dari nomi-
nal Rp1.292.817 menjadi
Rp1.100.000 untuk kisaran
UMP yang mencapai 91
persen dari KHL.
Pendapat berbeda dari
perwakilan Serikat Buruh,
Samuel Son yang menga-
takan harapan dari Serikat
Buruh untuk UMP di Sulteng
bisa realistis dengan meli-
hat kondisi yang ada saat
ini. Kata Samuel, beberapa
waktu lalu terjadi kenaikan

NILAI KEBUTUHAN HIDUP LAYAK (KHL) DI KAB/KOTA PADA
PROV. SULTENG

KOTA PALU
KABUPATEN DONGGALA
KABUPATEN PARIGI MOUTONG
KABUPATEN POSO

RABUORTER ¥ DRALINA
RABUPATEN LUK
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN
KABUPATEN MOROWALL
KABUPATEN TOLI-TOLI
KABUPATEN BUOL
KABUPATEN SIGI
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NILAI RATA-RATA :

1,470,925
1,517,717
1,549,088
1,614,280
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1,636,755
1,526,757
1,554,554
1,690,592
- 1,693,237

Rp. 1.574.838

Bahan Bakar Minyak (BBM)
yang signifikan dan mem-
buat kehidupan buruh se-
makin tertekan. Olehnya
kisaran UMP yang ditawar-
kan buruh mendekati KHL
Kabupaten Luwuk yaitu

Sumber: Disnakertrans Sulteng.

sebesar Rp1.776.499 den-
gan tujuan mencapai ke-
hidupan yang lebih layak.
Adapun UMP yang ditawar-
kan sebesar Rp1.700.000.

Sementara itu Kepala
Bidang Pembinaan
Hubungan Industrial
dan Pengawasan
Ketenagakerjaan
(PHI Wasnaker) pada
Disnakertrans Sulteng, Joko
Pranowo menuturkan rapat
tersebut belum terjadi kese
pakan dalam penetapan
angka UMP.

Namun angka yang di-
usulkan itu menjadi bahan
pertimbangan pihak terkait
untuk dijadikan rekomen-
dasi dalam penetapan UMP
tahun 2014.

“Rencananya awal atau
pertengahan November
sudah ditetapkan UMP
Sulteng tahun 2014 dengan
melibatkan dewan pen-
gupahan seluruh kabupat-
en/kota dengan membawa
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data valid yang kemudian
didiskusikan. Hari itu juga
ditetapkan dan yang jelas
UMP tetap akan dinaikan
agar semua tahu bahwa
dewan pengupahan bekerja
dengan maksimal,” terang
Joko.

Dalam instruksi Presiden
(Inpres) RI Nomor 9 Tahun
2013 tentang Kebijakan
Penetapan Upah Minimum
(UM) salah satunya mengin-
struksikan kepada gubernur
untuk menetapkan upah
berdasarkan kebijakan pen-
gupahan dan pengemban-
gan sistem pengupahan na-
sional dengan memperha-
tikan rekomendasi dewan
pengupahan di daerahnya
masing-masing.

Dengan merujuk rumusan
dan tetapan kebijakan pen-
gupahan nasional yang ditu- -
jukankepadaMenteriTenaga
Kerja dan Transmigrasi
(Menakertrans), penentuan
upah minimum antara lain
berdasarkan Komponen
Hidup Layak (KHL), produk-
tivitas dan pertumbuhan
ekonomi, UM Provinsi/ka-
bupaten/kota diarahkan
pada pencapaian KHL.

Daerah dengan UMP ren-
dah atau di bawah nilai KHL,

| kenaikan UMnya dibedakan
antara industri padat karya
tertentu dan industri lain-
nya. Besarnya kenaikan -
upah provinsi/kabupaten/
kota yang upah minimum-
nya telah mencapai KHL
ataulebih, ditetapkan secara
bersama antara pekerja dan
pemberi kerja. mcz




